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Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya: Penelantaran Aset Daerah,  Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah,  Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat. Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penulis tertarik membahasnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara dan Daerah dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan dalam mengelola barang milik Daerah.
Dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah akan  diberikan sanksi ganti rugi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
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In carrying out its authority as the manager of regional property, there are still many abuses of authority carried out in managing regional property, such as: Abandonment of Regional Assets, Abuse of authority in revocation of rights that have been granted by the regional government over the right to use regional property, Using property area for personal interests which can harm the region and the interests of the community. To achieve optimal management of regional property, in accordance with the provisions of Article 3 paragraph (1), and (2) Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. Because, regional property is one of the important things for the administration of government in providing services to the community. For this reason, the author is interested in discussing it as outlined in a scientific study entitled Juridical Review on the Responsibility for Maintenance of Regional Property Based on Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State and Regional Property.
The purpose and use of this research is to find out how the management of regional property is based on government regulation number 27 of 2014 concerning the management of state and regional property and to find out how the legal responsibility for abuse in managing regional property is.

It can be concluded that, the management of regional property according to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property includes planning needs and budgeting, procurement, use, utilization, security and maintenance, assessment, transfer, destruction, elimination, administration, and development. , supervision and control as well as the implications of the misuse of regional property for local governments will be given compensation and administrative sanctions and criminal sanctions.
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BAB I

Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah merupakan organisasi kecil dari ruang lingkup organisasi yang disebut dengan negara, Pemerintahan daerah terdiri dari daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/kota semuanya terlingkup dalam satu organisasi negara. Negara merupakan sebuah lembaga tertinggi dalam sebuah organisasi yang besar yang sangat berdampak besar bagi sebuah perubahan  negara yang maju dan sangat mengedepankan semangat kemajuan.
Terkait dengan pemegang kekuasaan tertinggi ialah Pemerintah Pusat dalam hal ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih menggunakan paradigma Residual Power. Pada pasal 9 urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Urusan pemerintah absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustiti, moneter dan fiskal, dan agama);

2. Urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Didalam teori otonomi dan desentralisasi juga dikenal pembagian kewenangan berdasarkan sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah yaitu tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan pusat dan daerah.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam mengelola barang milik daerah dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan barang milik daerah penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan , pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan  pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah penganggarannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu,  Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola barang milik daerah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian  hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai yang mengikuti peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
b. Pengadaan;
c. Penggunaan;
d. Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;
e. Penilaian;
f. Pemindah tanganan;
g. Pemusnahan;
h. Penghapusan;
i. Penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Sementara itu pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
g. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
h. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya: Penelantaran Aset Daerah,  Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah,  Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat. Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penulis tertarik membahasnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah.

Tinjauan Pustaka
Konsep Pemerintahan Good Government
Menurut bahasa Good Government berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris yaitu Good yang berarti baik, dan government yang berarti tata  pemerintahan. Dari pengertian tersebut good government dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/penyelenggaraan ke pemerintahan yang baik.
Government adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif mengatakan bahwa “government” adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan government adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and services.

Konsep Pengawasan
Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajeman dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsure dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengwasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pada pengawasa. Akan tetapi,  di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi, pengawasan adalah termasuk pengendalian.
Pengendalan berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki,kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. akan tetapi, ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena controlling pengertiannya lebih luas dari pada pengawasan yang dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengsn seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Kerangka Teori
Teori Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Arti umum yang standar digunakan dalam memahami hukum yaitu dengan mendefenisikan hukum sebagai seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislasi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membuat hukum, serta memiliki sanksi apabila hukum tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan. Sedangkan hukum menurut para ahli memiliki defenisi yang berbeda-beda hal itu disebabkan oleh latar belakang keilmuan mereka, seperti: Satjipto Rahardjo mengemukakan “hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat harus dibina dan kemana diarahkan.
Oleh karena itu pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan”. Sedangkan menurut E. Utrect hukum adalah “himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertip dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu”.

Fakta yang dapat dijadikan bahan pertimbangan serta bahan pemikiran agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, negara hukum yang dikembangkan bukanlah Absolute Rechtsstaat, melainkan Democratische Rechtsstaat (Negara hukum yang demokratis). Konsekuensi negara hukum yang demokratis adalah adanya supremasi konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, lebih dari setengah abad kemerdekaan, pembangunan sistem hukum nasional belum juga selesai. Istilah “belum selesai” dimaksud adalah bagaimana menjadikan negara hukum itu sebagai organisasi yang secara substansial mampu menjadi rumah yang menyenangkan, mensejahterakan, dan membahagiakan bangsa Indonesia.Hukum itu diciptakan bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan yang luhur, yakni kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.
Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, sistem demokrasi yang terdapat dinegara kota (city state) Yunani Kuno abad ke-6 sampai ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (direck democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan  secara langsung oleh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.
Teori Efektivitas Hukum
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, seperti ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undag Dasar 1945 yaitu menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Akan tetapi, ketika menerapkan hukum mestilah para penegak hukum memperhatikan motivasi-motivasi terjadinya suatu pertistiwa karena hukum memiliki tujuan yaitu asas kemamfaatan untuk umat manusia, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi konsep keberadaan hukum dalam negara dimulai dengan penjelasanya mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menurut Imam Al- Mawardi adalah makhluk lemah dan paling banyak kebutuhannya. Untuk itu, manusia memerlukan kerja sama, Allah menganugerahkan akal untuk membimbing mereka dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Jika membicarakan efektifitas hukum dalam masyrakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, factor – factor yang dapat mempengaruhi hukum itu  berfungsi dalam masyarakat, yaitu: (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) petugas atau penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat. Hal itu akan diuraikan secara berturut sebagai berikut:
Kaidah Hukum
Di dalam teori – teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam  hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa  walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Penegak Hukum
Penegak hukum  atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menegah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.
Didalam penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas hukum mengadapi hal-hal sebagai berikut:
1) Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?

2) Sampai sejauh mana petugas berkenan memberikan kebijakan?

3) Teladan macam apakah sebaiknya yang diberikan petugas kepada masyarakat?

4) Sampai sejauh manakah drajat singkronisasi openugasa-penugasan yang yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

Sarana atau Fasilitas
Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud,  terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kenderaan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.
Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan suatu tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yan berpatokan kepada: (1)  apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2)  apa yang belum ada, perdiadakan  dengan memperhitungkan jangka waktu pengaadaannya; (3)  apa yang kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6)  apa yang telah mundur, ditingkatkan.

Warga Masyarakat
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadaranya untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Metode Penelitian
Agar memperoleh data yang akurat dan relevan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:
Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah peneltian  normatif. Penelitian hukum normatif sendiri  adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif-analitik, yakni suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan. Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan  dengan tanggung jawab pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.
Sumber Data
Pada penulisan yang dilakukan adalah model studi pustaka (library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaan  adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, bulletin, tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. Apabila dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya, data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:
a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang.

b) Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.

c) Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum tambahan, diluar bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi, bahan hukum yang diperoleh dari teks, jurnal, kasus-kasus, desertasi, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data
Data yang telah dikelola akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan  instrument analisis induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan kemudian ditemukan pemecahan persolan bersifat umum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu: metode analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi, dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembankan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).
Data Sekunder, Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumentasi yang merupakan data dasar dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi pijakan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB II
Barang Milik Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun pengertian Barang Milik Daerah menurut ahli ialah Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperolah atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
Dan adapun Barang Milik daerah diidentifikasi sebagai berikut: Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah. Semua pendapatan Daerah tersebut apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventaris Daerah.
Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik Daerah digolongkan menjadi 6 golongan:
1. Golongan Tanah
a. Tanah Perkampungan,

b. Tanah Pertanian,

c. Tanah Perkebunan,

d. Kebun Campuran,

e. Hutan,

f. Tanah Kolam Ikan,

g. Danau/Rawa,Sungai,

h. Tanah Tandus/Rusak,

i. Tanah Alang-Alang,

j. Padang Rumput,

k. Penggunaan Lain,

l. Tanah Bangunan, dan

m. Tanah Pertambangan,Tanah Badan Jalan dan lainlain jenisnya.
2. Golongan Peralatan dan Mesin,
a. Alat-alat besar darat, Alat-alat besar Apung, Alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
b. Alat-Alat Angkutan seperti Alat angkutan darat bermotor, Alat angkutan darat tak bermotor. Alat angkut apung bermotor, Alat angkut apung tak bermotor, Alat angkut udara bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat bengkel bermotor, Alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
d. Alat-Alat Pertanian/Peternakan Alat pengolahan tanah dan tanaman, Alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
e. Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga Alat kantor, Alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.
f. Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat studio, Alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
g. Alat-Alat Kedokteran Alat kedokteran umum, Alat kedokteran gigi, Alat kedokteran keluarga berencana., Alat kedokteran mata, Alat kedokteran THT, Alat rontgen, Alat farmasi dan lain-lain sejenisnya.
h. Alat-Alat Laboraturium Unit alat laboraturium, Alat peraga/prakteksekolah dan lain-lain sejenisnya.
i. Alat-Alat Keamanan Senjata api, Persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.
3. Golongan Gedung dan Bangunan.

a. Bangunan Gedung Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal, dan gedung lainnya yang sejenis.
b. Bangunan Monumen Candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lainlain sejenisnya.
4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
a. Jalan dan Jembatan Jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain yang sejenis.
b. Bangunan Air/Irigasi Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenis.
c. Instalasi Instalasi air minum, air kotor, pembangkit listrik, gardu listrik dan lain-lain yang sejenis.
d. Jaringan Jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain yang sejenis.
5. Golongan Aset Tetap Lainnya
a. Buku dan Perpustakaan Buku filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu alam, kesenian, arsitektur dan buku-buku lain yang sejenis.
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Pahatan, lukisan, alat kesenian, alat olahraga, dan lain-lain sejenisnya.
c. Hewan/Ternak dan Tumbuhan Binatang ternak, unggas, ikan, hewan mdelata, dan lain-lain yang sejenis. Tumbuhan pohon jati, mahoni, kenari, asem dan lain-lain yang sejenis.
6. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai berikut: 1. Proses, cara, perbuatan mengelola; 2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; 4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Barang milik daerah ialah“ semua barang yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah”. Dan adapun barang milik daerah.
1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan  Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang; atau
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kemudian barang milik daerah dibuat penataan, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengguna/kuasa pengguna barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. Dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola dan dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.
Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ialah kepala daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota. Dan adapun Pengelola Barang ialah Sekretaris daerah, dan fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab:
1. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
2. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
3. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
4. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang  milik daerah.
5. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD.
6. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah.
7. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.
8. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g.
9. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
10. Menyusun laporan barang milik daerah.
BAB III

Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.
Wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Barang Milik Negara
Dalam ruang lingkup barang milik daerah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dimana pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk:
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

4. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah.
5. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.
6. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.

7. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan, dan
8. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerja sama penyediaan infrastruktur.
Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Milik Negara
Pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dimana pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk:
1. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
2. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah.
3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
4. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
7. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang. h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, dan
9. Menyusun dan menyampaikan  laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.
Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah, telah tertulis dalam Pasal 99 mengenai ganti rugi dan sanksi yang akan diberikan untuk semua pihak atas akibat dari kelalaian atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam pasal tersebut telah disebutkan ganti rugi dan sanksi, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Disebutkan bahwa sarana penegakan hukum selain pengawasan, yaitu sanksi.

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.M. ten Berge dalam bukunya Ridwan H, mengatakan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi sangat diperlukan, karena untuk menjamin penegakan hukum administrasi, selain itu agar penyelenggara pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa setiap kerugian Negara/Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan Ganti Rugi adalah tuntutan yang ditujukan terhadap pegawai dalam kedudukannya dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini tujuannya untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum atau lalai akan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah tidak mengalami kerugian. Sanksi dalam hukum administrasi, “De publiekrechtelijke machtsmiddelen die de overheid kan aanwenden als reactie op niet-na-leving van verplichtingen die voortvloeien uit administratiefrechtelijke ormen”. Yaitu, “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”.

BAB V
Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah akan  diberikan sanksi ganti rugi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Saran
1. Perlu segera menetapkan Perda pengelolaan barang milik daerah yang berpedoman pada PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri 19 Tahun 2016 yang baru diterbitkan Pemerintah sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di kota pekanbaru mendapat kepastian hukum.
2. Adanya sistem proteksi yang ketat dan penegakan hukum yang radikal sehingga barang negara atau daerah tidak disalahgunakan untuk kpentingan pribadi.
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